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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 

Alenia ke IV mengamanatkan negara untuk melindungi Segenap Bangsa 

Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  

Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 

efektif membagi urusan pemerintahan dari pusat hingga daerah, dengan 

memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Pelimpahan wewenang dari 

pemerintah pusat kepada daerah dikenal dengan prinsip Desentralisasi dalam 

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip Desentralisasi ialah 

prinsip yang memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk 

menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya.  

Dalam Pasal 18 UUD 1945, antara lain, menyatakan bahwa “Daerah 

Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan 

pemerintahnya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” 
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Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dana desa sebagai pelaksanaan 

Pengelolaan Keuangan Desa merujuk kepada kandungan dalam trisakti :  

1) Berdaulat dalam politik 

2) Berdikari di bidang ekonomi 

3) Berkepribadian dalam kebudayaan,  

Serta berdasarkan program ke tiga nawa cita pemerintahan sekarang, 

yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membawa 

harapan baru bagi terwujudnya desa yang kuat, mandiri, sejahtera dan 

demokratis. 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana sering 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Selain 

itu, tujuan yang utama dalam penyaluran dana desa adalah sebagai wadah bagi 

pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

meningkatkan kualitas hidup manusia, juga dapat membantu meningkatkan 

pengembangan potensi ekonomi lokal yang memanfaatkan sumber daya alam 

lingkungan berkelanjutan. 

                                                             
1 Jurnal “Julia MUSTAMU “Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintah, 

(2011) 17 jurnalisasi 
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Pada tahun 2017 Pemerintahan pusat  menganggarkan Dana APBN 

sebesar 60 triliun sebagai dana desa, dengan rata-rata sebesar 800 juta untuk 

masing-masing disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya, 

sayangnya pemberian dana desa tersebut justru memberikan masalah baru 

akibat kurangnya sosialisasi dan pendampingan desa. Sehingga sebanyak 900 

Kepala Desa terindikasi melakukan korupsi dana desa. 

Istilah kewenangan atau wewenang merupakan konsep umum. Dalam 

sosiologi wewenang diartikan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam 

tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-

keputusan mengenai masalah-masalah penting dan untuk menyelesaikan 

pertentangan-pertentangan.2 

Konsep kewenangan mengikuti pengertian sebagaimana dikemukakan 

oleh Philipus M Hadjon yang menyatakan bahwa “Wewenang” (Bevoegdheid) 

didiskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep 

hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.  

Teori Kewenangan berasal dari cabang (ilmu Hukum Tata Negara) 

salah satu definisi yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven ketika 

memberikan definisi tentang Hukum Tata Negara dengan Hukum Tata Usaha 

(administrasi) Negara. Menurut Van Vaollenhoven bahwa “Hukum Tata 

Negara adalah Hukum mengenai susunan dan Kewenangan organ-organ 

Negara, atau Hukum Tata Negara memberikan Kewenangan”  

                                                             
2Erli Salia, 2017,Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan 

Kehakiman di Indonesia, Tunas Gemilang Press,Palembang,hlm. 51 
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Kewenangan (Bevogheid) merupakan konsep umum dalam bidang 

ilmu hukum, dimana konsep tersebut menjelma menjadi hak dan kewajiban 

(obligation) sementara dalam bidang Hukum Politik Kewenangan menjadi 

tugas dan wewenang. Kewenangan atau peranan di bidang hukum privat 

disebut dengan hak artinya kewenangan yang bersifat fakultatif artinya boleh 

dilaksanakan boleh juga tidak.3 

Konsep kewenangan mengikuti pengertian sebagaimana dikemukakan 

oleh Philipus M Hadjon yang menyatakan bahwa “wewenang” (Bevoegdheid) 

dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (Rechtsmacht). Jadi dalam konsep 

hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan”.4 

Teori kewenangan berasal dari cabang (ilmu) hukum Tata Negara, 

salah satu definisi yang di kemukakan oleh Van Vollenhoven ketika 

memberikan definisi tentang hukum tata negara dengan hukum tata usaha 

(administrasi) negara. Menurut Van Vollenhoven bahwa “Hukum Tata Negara 

adalah hukum mengenai susunan dan kewenangan organ-organ negara, atau 

hukum tata negara memberikan kewenangan”. 5 

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata 

Negara dan Hukum Administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan 

ini di dalamnya terkandung Hak dan Kewajiban menurut P. Nicolai adalah 

sebagai berikut: “Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu 

                                                             
3Ibid., hlm .53 
4Philipus M. Hadjon, 1997,“Tentang Wewenang”, tulisan di jurnal YURIDIKA, 

Nomor 5&6 tahun XII, September-Desember, hlm. 1. 
5H Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, Asas-asas Hukum Tata Negara,Ghalia 

Indonesia, Jakarta,hlm.21. 
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yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum 

yang mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu, hak 

berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, 

sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak 

melakukan tindakan tertentu. 

Secara teoritik, Kewenangan yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu Atribusi, 

Delegasi dan Mandat.6 

Wewenang yang diperoleh secara Atribusi bersifat asli yang berasal 

dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain  organ pemerintahan 

memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam 

suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal Atribusi, penerima 

wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang 

yang sudah ada, dengan tanggung jawab Intern dan Ekstern pelaksanaan 

wewenang di atribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang 

(Atributaris).  

Pada Delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya 

pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya. 

Tanggung jawab Yuridis tidak lagi berada pada pemberi Delegasi (Delegans) 

tetapi beralih pada penerima Delegasi (Delegataris) dan atas nama pemberi 

Mandat (mandats), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris 

                                                             
6Ibid., hlm, 63. 
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tetap berada pada mandat, hal ini karena pada dasarnya penerima mandat ini 

bukan pihak lain dari penerima mandat.7 

Pada delegasi, pekerjaan yang di delegasikan diserahkan sebagian atau 

seluruh wewenang kepada penerima delegasi (delegatoris) untuk bertindak 

melaksanakan pekerjaan tersebut atas namanya sendiri, pada delegasi disertai 

dengan penyerahan wewenang, oleh karenanya jika terjadi penyalahgunaan 

wewenang oleh delegatoris, maka yang bertanggung jawab adalah delegatoris 

sendiri. 

Berbeda halnya dengan atribusi, wewenang pertanggung jawaban 

secara yuridis oleh si penerima wewenang, tergantung pada si penerima 

wewenang melakukan mandats atau delegasi.8 Jika yang dilakukan adalah 

pemberi mandats maka si mandats ( pemberi wewenang/penerima wewenang 

dalam atribusi) tetap bertanggung jawab. 

Meskipun demikian, konsep yang digunakan dalam Hukum Tata 

Negara khususnya berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak begitu 

saja mengikuti konsep Hukum Administrasi Negara.   

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Otonomi daerah 

diartikan sebagai Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-

                                                             
7Ibid., hlm. 64 
8Abdul Latif, OP cit. hlm. 17 
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undangan yang berlaku.9 Kata “Otonomi” berasal dari kata “Otonom” yang 

mempunyai dua pengertian,“ Pertama, berdiri sendiri dengan pemerintah 

sendiri dan Daerah Otonom, “ Kedua, kelompok sosial yang memiliki Hak 

dan Kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri.10 

Secara yuridis, pengertian Otonomi Daerah dapat dilihat dalam 

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 

(UU No. 23 Tahun 2014 Jo. UU No. 9 Tahun 2015). Menurut Pasal 1 ayat (6) 

Undang-undang tersebut, otonomi daerah adalah Hak, Wewenang, dan 

Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas Desentralisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah sebagai jawaban 

atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penetapan konsep Teori 

Areal Division of Power yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. 

Dalam konteks ini, kekuasaan yang terbagi antara pemerintah pusat di satu 

pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional 

tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian dari 

dinamika yang harus direspon dalam kerangka proses Demokratisasi, 

                                                             
9Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 805. 
10Ibid., 
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pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal. Harapan tersebut muncul 

oleh karena kebijakan ini dipandang sebagai jalan baru untuk menciptakan 

suatu tatanan yang lebih baik dalam sebuah skema good governance dengan 

segala prinsip dasarnya.  

Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur 

dan mengurus kepentingan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

perlu dilindungi dan di berdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan 

demokratis. Sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam 

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang Adil, 

Makmur dan Sejahtera. 

Konsep pembangunan oleh pemerintahan Joko Widodo tersebut 

merupakan implikasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa. Dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut menyatakan bahwa desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak asal-usul dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Selanjutnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa diatur dalam Perpu Nomor 43 Tahun 2014. Kemudian 

dalam menjalankan fungsinya Kepala Desa sebagai penyelenggaraan 

pemerintahan ditingkat paling bawah, untuk mempergunakan sumber 
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pendapatan dan alokasi dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara(APBN) yang diperuntukkan untuk pembangunan di desa meliputi 

pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas 

hidup serta penanggulangan kemiskinan. 

Dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan 

dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintahan perlu 

diselenggarakan secara dinamis, tanggap, cepat dan tepat sasaran. Sebagai 

Abdi Negara dan Abdi masyarakat, peran aparatur pemerintah haruslah 

berfokus kepada pelayanan publik. Pemerintah harus melakukan peningkatan 

sumber daya aparatur dan memperbaiki kebiasaan dari aparatur yang dilayani 

oleh masyarakat menjadi aparatur yang melayani masyarakat sehingga 

kualitas, efisiensi dan profesionalisme seluruh tatanan administrasi pemerintah 

tercapai. Perbaikan kinerja secara khusus dalam bidang pelayanan menjadi 

sangatlah penting. 

Salah satu isu yang sangat menarik untuk dikaji adalah berkaitan 

dengan rendahnya efektivitas dalam pemberian pelayanan pada sebagian besar 

instansi pemerintah. Apabila kita mengamati fenomena yang terjadi pada 

masyarakat sampai saat ini masih banyak melakukan kerusuhan, unjuk rasa, 

demonstrasi secara berlebihan yang diakibatkan oleh rasa ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap pemerintahan yang tidak sesuai dengan keinginan 

masyarakat. Selain itu, fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat dan 

yang dikeluhkan baik itu dalam hal kepengurusan yang berwujud kepada 

pelayanan dari para oknum yang terlibat pada institusi tersebut.  
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Berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang sering kali 

dilakukan oleh pemerintah di balik misi melayani serta menciptakan 

kesejahteraan, kemakmuran dan ketentraman masyarakat. Hampir setiap hari, 

banyak keluhan masyarakat tentang kurang lancarnya pelayanan umum 

pemerintah kepada masyarakat, praktek calo atau pihak ketiga untuk 

memperlancar pengurusan, pungutan liar, atau tarif yang dikenakan melebihi 

ketentuan. Fenomena tersebut menunjukan keterbatasan kemampuan 

pemerintah dalam mengoptimalisasikan fungsi pelayanan masyarakat. 

Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, desa 

dipimpin oleh seseorang Kepala Desa yang mempunyai tugas melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Selain itu juga, Kepala Desa berwenang untuk menetapkan 

anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan 

perekonomian desa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demi 

tercapainya kesejahteraan masyarakat.  

Kepala desa memiliki tugas untuk mengembangkan sumber 

pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Kabupaten/Kota, hasil aset, swadaya, dan lain-lain pendapatan desa yang sah 

dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.   

Pemberian wewenang kepada desa dalam mengelola dana yang 

diberikan menjadi suatu aktivitas yang memerlukan perhatian lebih agar 

pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, 
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namun pada kenyataan yang sering terjadi bahwa pengelolaan alokasi dana 

desa belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengelolaan yang dikaji melalui perencanaan sudah baik. 

Dapat dilihat bahwa dari unsur ini pemerintah berusaha agar dapat 

memperjuangkan hasil rencana-rencana atau ide-ide dari masyarakat untuk 

disetujui oleh Bupati lewat proposal yang dimasukan, pelaksanaan hasil 

penelitian menujukkan bahwa pemerintah sudah baik dalam pelaksanaan 

pembangunan desa, walaupun masih ada masalah dan salah satu program yang 

belum dilaksanakan. Hasil penelitian melihat bahwa pengawasan dari Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa, masih kurang, walaupun dari program dan 

kegiatan sudah baik, namun dalam hal program renovasi gedung kantor masih 

kurang. 

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang disebutkan untuk mendanai 

kebutuhan di desa yang dinyatakan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Alokasi Dana Desa Kepada Desa dalam Kabupaten Banyuasin 

Tahun Anggaran 2016. Dengan adanya alokasi ini begitu banyak harapan dan 

keinginan dari masyarakat untuk membangun desa, dimana desa tersebut 

masih menjadi salah satu desa tertinggal.  

Dalam penyaluran Alokasi Dana Desa sebelumnya harus adanya 

pengajuan beserta Persyaratan dan Proposal Alokasi Dana Desa oleh 

pemerintah desa kepada pemerintah daerah. Dalam pengajuan Alokasi Dana 

Desa, di dalamnya harus berdasarkan RPJMDes. Setelah disetujui dana 

tersebut tidak langsung disalurkan keseluruhannya, akan tetapi berdasarkan 
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Peraturan serta Kebijakan yaitu berdasarkan dalam Peraturan Bupati 

Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 11, Penyaluran Alokasi Dana 

Desa dibagi menjadi 4(empat) tahapan. Tahap I pada bulan Januari-Maret 

sebesar 25%, tahap II pada bulan April-Juni sebesar 25%, tahap III pada bulan 

Juli-September sebesar 25% dan tahap IV pada bulan Oktober-Desember 

sebesar 25%. Setelah disalurkan pada desa, selanjutnya dikelola oleh desa 

sesuai kententuan yang berlaku di desa. 

Dalam sistem pengelolaan, Kepala Desa menunjuk salah satu 

perangkat sebagai tim pengelola kegiatan (TPK). Selanjutnya digunakan untuk 

mendanai akan penyelenggaraan desa, seperti Pembangunan dan 

Pemberdayaan Desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, semua 

penyelenggaraan desa bisa dilaksanakan serta dengan iringan sistem 

pengelolaan yang baik maka semua penyelenggaraan dapat dilaksanakan 

sesuai dengan rencana bersama. 

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan 

Desa, Kepala Desa harus mampu mengelola dana yang dimana telah diberikan 

tanggungjawab kepada perangkatnya, dan mengawasi akan pelaksanaan dari 

kegiatan atau program yang dilaksanakan dengan menggunakan dana yaitu 

Alokasi Dana Desa. 

Kepala Desa diwajibkan memanfaatkan sumber daya alam, 

menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan dan prioritas kebutuhan 

masyarakat, agar mencapai perekonomian desa yang baik dan kemakmuran 

masyarakat desa serta melaksanakan tata pemerintahan yang Akuntabel, 
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Transparan, Profesional, Efektif dan Efisien, Bersih, serta Bebas dari Kolusi, 

Korupsi dan Nepotisme(KKN). 

Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa 

berwenang; 

a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa 

b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa 

c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa 

d) Menetapkan peraturan desa 

e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

f) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa 

g) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.  

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 

angka 2 PP No. 43 Tahun 2014 Jo. PP No. 47 Tahun 2015, yaitu pemerintahan 

desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sebagaimana yang telah disempurnakan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
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Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

yang berwenang ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, 

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes 

kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir 

tahun, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan 

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, dan 

diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi 

yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan 

dana desa yang Tertib, Transparan, Akuntabel, dan Berkualitas.  

Penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa 

dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, usaha 

ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa 

dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui 

pengadaan atau bantuan permodalan atau bahkan dalam menentukan prioritas 

dalam penggunaan dana desa disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah 

Desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat 

perkembangan kemajuan desa.  

Kepala desa wajib menyampaikan rancangan peraturan desa tentang 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, 

namun masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Keadaan ini dapat dilihat 
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dan dipahami dari segi perencanaan-perencanaan Pemerintah Desa, dimana 

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Desa, dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 

seharusnya melibatkan komponen-komponen masyarakat, namun lebih 

banyak ditangani oleh Kepala Desa sendiri.  

Dalam Pasal 27 ayat (1) tentang pelaksanaan penggunaan biaya yang 

tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah 

disahkan oleh Kepala Desa dan untuk mengajukan pendanaan dalam 

melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rancangan 

Anggaran Biaya. 

Kepala desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan 

penyelenggaraan pelaksanaan APBDes kepada masyarakat baik berupa 

selebaran yang ditempelkan dalam papan pengumuman atau secara lisan 

dalam pertemuan bersama masyarakat dalam pertemuan masyarakat desa. 

Pemerintah desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan terdepan 

dalam melaksanakan urusan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa 

diperlukan adanya kapasitas perangkat desa yang memadai.11 Sedangkan 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sulit untuk terwujud bilamana 

kapasitas aparatur pemerintah desa tidak memadai, tanpa kapasitas yang 

memadai mereka akan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi desa. 

Namun demikian sampai saat ini secara umum kapasitas perangkat desa belum 

diketahui secara pasti. Berbagai permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) 

                                                             
11Nurmianto,Eko dan Nurhadi Siswanto.2010, Perancangan Penilaian Kinerja 

Karyawan  Berdasarkan Kompentensi Spencer dengan Metode Analitical Hierarchy 

Process.hlm. 55 
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tentang keuangan pemerintah desa seperti masih rendahnya mutu tenaga 

akuntansi dan kesesuaian antara kompetensi dengan tuntutan pekerjaannya, 

juga kurangnya jumlah SDM di daerah perdesaan.  

Pelaksanaan otonomi daerah harus di pandang sebagai sebuah 

kesempatan kewenangan untuk mengelola SDM tentang Pengelolaan 

Keuangan Pemerintah Desa dengan lebih baik. Manajemen SDM pengelolaan 

Keuangan Pemerintah Desa perlu mendapat perhatian mengingat masih 

rendahnya  status pendidikan sementara Pengelolaan Dana Desa mencapai 1 

Miliyar, kualitas SDM tentang pengelolaan keuangan pun masih harus di 

tingkatkan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

meneliti terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa dalam 

pengelolaan dana desa. Penelitian ini kemudian penulis tuangkan dalam karya 

ilmiah dengan judul “Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana 

Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(Studi Kasus Di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa 

Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin?   

2. Apakah faktor-faktor penghambat Kewenangan Kepala Desa dalam 

Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk 

mengetahui dan menjelaskan : 

1. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Talang 

Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. 

2. Faktor-faktor yang menghambat Kewenangan Kepala Desa dalam 

pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian tesis ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan di bidang hukum khususnya pada Hukum Tata Negara. 

2. Secara praktis, penelitian tesis ini dapat menjadi referensi atau rujukan 

bagi Kepala Desa khususnya dan masyarakat umum terkait dengan 

Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. 

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu,  

Teori Kewenangan yaitu Teori Kewenangan yang dimiliki oleh 

organ (institusi) pemerintah dalam melakukan perbuatan nyata (ril) 

mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi 

oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, 

maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli 

atas dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar).  

Teori desa yaitu desa sendiri berasal dari bahasa india yakni 

“Swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau 

tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu 

kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Dengan kata lain secara 

etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti 

tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. 
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Teori pengelolaan dana desa yaitu dalam sistem pengelolaan, 

kepala desa menunjuk pada perangkat untuk mengelola dana yang ada. 

Selanjutnya digunakan untuk mendanai akan penyelenggaraan desa, 

seperti Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Dengan adanya Alokasi 

Dana Desa, semua penyelenggaraan desa bisa dilaksanakan serta dengan 

iringan sistem pengelolaan yang baik maka semua penyelenggaraan 

dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana bersama. Kepala Desa sebagai 

pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa harus 

mampu mengelola dana yang dimana telah diberikan tanggungjawab 

kepada perangkatnya, dan mengawasi akan pelaksanaan dari kegiatan 

atau program yang dilaksanakan dengan menggunakan dana yaitu 

Alokasi Dana Desa.  

Teori penegakan hukum merupakan sebagai usaha atau upaya 

untuk mewujudkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan. Penegakan 

hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap 

peristiwa yang konkrit, namun merupakan kegiatan manusia dengan 

segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang 

dikehendaki oleh hukum. 

2. Kerangka Konseptual sebagai berikut : 

1) Kewenangan atau wewenang merupakan konsep umum. Dalam 

sosiologi wewenang diartikan sebagai suatu hak yang telah 

ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, 
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menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah 

penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. 12 

2) Kepala Desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat 

pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban 

untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan 

tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala Desa 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 

dan pemberdayaan masyarakat desa. 

3) Pengelolaan Dana Desa dalam suatu undang - undang adalah 

seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa 

dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk 

sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, 

mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang 

kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju 

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 

4) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

                                                             
12Erli Salia, 2017, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan 

Kehakiman di Indonesia, Tunas Gemilang Press,Palembang,hlm. 51 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
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diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

5) Penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks menyangkut 

manusia, sumber daya, fasilitas, kebudayaan untuk mewujudkan ide 

tentang keadilan menjadi kenyataan baik dilakukan di dalam atau 

diluar pengadilan. Kesemuanya adalah untuk mewujudkan The Rule 

of Law/ Rechtstaat. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis 

Empiris yang bersifat deskriptif yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku 

serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata 

lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau 

keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui 

dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang 

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang 

pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Empiris karena hendak 

mengetahui Kewenangan Kepala Desa untuk mengatur Pengelolaan Dana 

Desa yang ada di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten 

Banyuasin. 
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2. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian yang dipilih, maka penulis mengadakan 

penelitian di Kantor Desa Talang Buluh dan Kantor Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten 

Banyuasin. 

3. Objek Penelitian 

Penentuan objek dalam suatu penelitian merupakan hal yang mesti 

dipertimbangkan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan demi membatasi ruang 

lingkup yang menjadi objek kajian dari meluasnya wilayah batas kajian 

tersebut. Adapun objek dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Kepala Desa Talang Buluh; 

2) Bendahara Desa Talang Buluh; 

3) Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Talang Buluh; 

4) Staf  dan Pengurus Desa Talang Buluh; 

4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung 

dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik 

wawancara langsung kepada pihak-pihak yang sesuai dengan objek 

penelitian. Adapun pihak-pihak sebagai objek penelitian adalah 
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Kepala Desa, Bendahara Desa, Badan Pemberdayaan Desa (BPD), 

serta Tokoh Masyarakat.  

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang berhubungan 

dengan kinerja kepala desa dalam melaksanakan fungsi dan perannya 

di era otonomi daerah, artikel-artikel, opini, data instansi 

pemerintahan, pemberitaan media-media dan sebagainya yang relevan 

dengan materi penelitian. Yaitu data yang mendukung dan 

melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. 

Data sekunder bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut: 

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, 

seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah 

pemerintahan desa yaitu: Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, UU No. 1 Tahun 1957 Tentang Otonomi Desa. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil 

penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur 

atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi 

penelitian.13 Yaitu buku yang berjudul, Penerapan Teori Hukum 

pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Negara Hukum Dan Mahkamah 

Konstitusi, Perwujudan Negara Hukum Yang Demokratis Melalui 

Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-

                                                             
13Mukti, Fajar, Yulianto Ahmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan 

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156. 
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Undang, Kedudukan mahkamah konstitusi dalam sistem kekuasaan 

kehakiman di Indonesia, Problema Penyidikan Tindak Pidana 

Korupsi dan lain-lain.  

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap 

yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam bahan hukum 

tersier ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI).  
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